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KEPUTUSANBUPATIMAJALENGKA

NOMORKP.03jKEP.33-BKPSDMj2022

TENTANG

PEMBENTUKANPANITIAUJI KOMPETENSIPEJABAT
PIMPINANTINGGIPRATAMADI LINGKUNGAN
PEMERINTAHKABUPATENMAJALENGKA

BUPATIMAJALENGKA,

r.

Menimbang

Mengingat

a. bahwa dalam rangka pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi
Pratama di Iingkungan Pemerintah Kabupaten
Majalengka melalui mutasi dilakukan melalui Uji
Kompetensi oleh Panitia Uji Kompetensi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a serta pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017
tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, maka perlu
membentuk Panitia Uji Kompetensi Pimpinan Tinggi
Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Majalengka dengan Keputusan Bupati.

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah
diu bah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968
tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan
Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa
Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bebas dan Bersih Dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
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4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ten tang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494);

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

8. Undang-Undang Cipta KeIja Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6307)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Nomor 17
Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6041);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
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12. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan
Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 835);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran
Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14)
sebagaimana teIah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten
Majalengka Tahun 2019 Nomor 12).

Memperhatikan Surat Edaran Nomor 4070/SJ tentang Konsultasi
Pembentukan Panitia Seleksi Jabatan Inspektur Daerah
dan Konsultasi Pemberhentian atau Mutasi Inspektur
Daerah dan Inspektur Pembantu di Lingkungan
Pemerintah Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

KEDUA

Membentuk Panitia Uji Kompetensi Pejabat Pimpinan
Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Majalengka dengan susunan personalia sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Tugas Panitia Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KESATU,meliputi:

a. Menyusun instrumen/kriteria penilaian Uji
Kompetensi;

b. Melaksanakan penelusuran rekam jejak peserta Uji
Kompetensi;

c. Melaksanakan wawancara terhadap peserta Uji
Kompetensi;

d. Melaporkan hasil Uji Kompetensi kepada Pejabat
Pembina Kepegawaian.
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Biaya kegiatan Panitia Uji Kompetensi sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan kepada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Majalengka yang tercantum dalam Dokumen
Pelaksanaan Anggaran Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten
Majalengka.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 26 Januari 2022

BUPATI MAJALENGKA,

~
KARNASOBA'HI
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KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA
Nomor KP.03/KEP. 33 -BKPSDM/2022
Tanggal 26 Januawi 2022
Tentang PEMBENTUKAN PANITIA UJI KOMPETENSI

PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
MAJALENGKA.

PANITIAUJI KOMPETENSI PEJABAT PIMPINANTINGGI PRATAMADI
LINGKUNGANPEMERINTAH KABUPATENMAJALENGKA.

a. Ketua merangkap anggota

b. Anggota

Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka.

1. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/
Pejabat Fungsional ahli Madya
Inspektorat Provinsi Jawa Barat;

2. Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Majalengka;

3. Dr. > RITA KARDINASARI, M.Si., (PSI).,
S.psi.; Dipl.TAA., CPHR;

4. Drs. H. AHMAD SODIKIN, M.M.
Pumabakti (mantan Sekretarls Daerah
Kabupaten Majalengka).

BUPATI MAJALENGKA,

~
KARNASOBAHI
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